[ SALINAN ]

BUPATI BELITUNG

PERATURAN BUPATI BELITUNG
NOMOR 27 TAHUN 2013
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK HIBURAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15, Pasal 20 ayat
(6) dan Pasal 100 Peraturan Daerah Kabupaten Belitung
Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah dan tertib
administrasi pemungutan pajak daerah untuk jenis objek
Pajak Hiburan, perlu diatur dan dijabarkan lebih lanjut
mengenai petunjuk pelaksanaan pemungutan Pajak Hiburan;

b. bahwa guna memenuhi maksud sebagaimana tersebut pada
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Belitung tentang
Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hiburan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II dan Kotapraja Di Sumatera Selatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan
Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara
Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan

Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
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Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan
Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang  Nomor 10 Tahun 2009 tentang
Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4966);

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5049);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah

Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
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2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis
Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala
Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam  Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999
tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah/
Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 20 Tahun 2007
tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2007 Nomor 20),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Belitung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 20 Tahun
2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2009 Nomor
11);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 14 Tahun 2008
tentang Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Belitung
(Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2008 Nomor
14);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 8 Tahun 2010
tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung

Tahun 2010 Nomor 8);

C:\Users\User\AppData\Local\Temp\27-JUKLAK HIBURAN_207178.doc 3



19. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 2 Tahun 2011

tentang  Pokok-pokok  Pengelolaan Keuangan  Daerah

(Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2011 Nomor 2);

20. Peraturan Bupati Belitung Nomor 32 Tahun 2008 tentang

Menetapkan :

Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Belitung (Berita Daerah

Kabupaten Belitung Tahun 2008 Nomor 32);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN PAJAK HIBURAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.

Daerah adalah Kabupaten Belitung.

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Belitung.
3.
4. Instansi Pelaksana adalah SKPD/ Unit Kerja di lingkungan

Bupati adalah Bupati Belitung.

Pemerintah =~ Kabupaten  Belitung yang bertugas dan

bertanggungjawab di bidang pendapatan daerah.

5. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Belitung.

6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang

pajak daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi
wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau
Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang,
dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan

untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran

rakyat.

. Pajak hiburan adalah pajak yang dipungut atas setiap

penyelengaraan hiburan.

. Hiburan adalah semua jenis pertunjukan , permainan dan/atau

keramaian, dengan nama dan bentuk apapun, yang ditonton

atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran;
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Penonton atau pengunjung adalah setiap orang yang menghadiri
suatu hiburan untuk melihat dan/atau mendengar atau
menikmatinya atau menggunkan fasilitas yang disediakan oleh
penyelenggara hiburan kecuali penyelenggara, karyawan, artis
(para pemain) dan petugas yang menghadiri untuk melakukan
tugas pengawasan.

Tanda masuk adalah semua tanda atau alat atau cara yang sah
dengan nama dan bentuk apapun yang dapat digunakan untuk
menonton, dan/atau menikmati hiburan, menggunakan fasilitas
atau menikmati hiburan.

Harga Tanda Masuk yang selanjutnya disingkat HTM adalah
nilai jual yang tercantum pada tanda masuk yang harus dibayar
oleh penonton atau pengunjung.

Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau yang seharusnya
diterima sebagai imbalan atas penyerahan jasa sebagai
pembayaran kepada penyelenggara hiburan.

Pengusaha Hiburan adalah orang pribadi atau badan yang
melakukan usaha di bidang Hiburan.

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah,
diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak Hiburan yang
terutang, termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu.
Penyelenggara Hiburan adalah orang pribadi atau badan yang
bertindak baik untuk atas namanya sendiri atau untuk dan atas
nama pihak lain yang menjadi tanggungannya menyelenggarakn
suatu hiburan.

Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat
NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak
sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang
dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib
Pajak dan usaha Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan
kewajiban perpajakan Daerah.

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari
penghimpunan data objek, subjek pajak dan penentuan
besarnya pajak yang terutang, sampai dengan kegiatan
penagihan pajak serta pengawasan penyetorannya.

Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan
satu bulan takwim atau jangka waktu lain yang ditetapkan

dengan keputusan Bupati.
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20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat
SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk
melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek
pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan
kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan Daerah.

Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD
adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk
melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke
Kantor Perbendaharaan dan Kas Daerah atau Bank atau tempat
pembayaran lain yang ditunjuk oleh Bupati.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya
disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang
menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak,
jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi
administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang
selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak
yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah
ditetapkan.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya
disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang
menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak, karena
jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang
atau tidak seharusnya terutang.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat
SKPDN adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah pajak
terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak, atau pajak
tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

Surat Tagihan Pajak Daerah yang yang selanjutnya disingkat
STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau
sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang
membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau
kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam
peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah, yang
terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan
Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah
Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih
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Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, atau Surat Tagihan
Pajak Daerah.

28. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas
keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat
Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak
Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah
Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, atau terhadap
pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan
oleh Wajib Pajak.

29. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan
biaya penagihan pajak.

30. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari,
mengumpulkan dan mengolah data dan/atau keterangan
lainnya, untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban
perpajakan Daerah, dan untuk tujuan lain dalam rangka
melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan Daerah.

31. Penyidikan adalah serangkaian tindakan untuk mencari serta
mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang
tindak pidana dibidang perpajakan Daerah yang terjadi.

32. Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib
Pajak atau penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang
dapat diajukan banding, berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

33. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas
banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan
oleh Wajib Pajak.

34. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan
secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi
keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan
dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan
barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan
keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode

Tahun Pajak tersebut.
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BAB II

PENDAFTARAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Pendaftaran
Pasal 2
(1) Setiap Wajib Pajak Hiburan wajib mendaftarkan diri dan
melaporkan wusaha atau objek Pajak Hiburan dengan
menggunakan formulir pendaftaran Wajib Pajak kepada
Instansi Pelaksana.
(2) Pelaporan objek Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) merupakan pelaporan atas pelayanan hiburan yang
disediakan, dengan pembayaran, yang meliputi :

a. tontonan film;

b. pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;

c. kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya;

d. pameran;

e. diskotik, karaoke, klab malam dan sejenisnya;

f. sirkus, akrobat dan sulap;

g. permainan bilyar, golf dan bowling;

h. pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan

ketangkasan;

i. panti pijat, refleksi, mandi vuap/spa dan pusat kebugaran
(fitness center); dan

j- pertandingan olah raga.

(3) Formulir pendaftaran Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), diambil sendiri oleh Wajib Pajak atau Penanggung
Pajak di Instansi Pelaksana.

(4) Formulir pendaftaran Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) harus diisi dan ditulis dengan benar, jelas, dan lengkap
serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak
dengan melampirkan :

a. fotokopi identitas diri (KTP, SIM, Paspor);
b. fotokopi akte pendirian (untuk badan usaha); dan
c. surat izin usaha/ kegiatan dari instansi yang berwenang.

(5) Formulir pendaftaran Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) harus disampaikan ke Instansi Pelaksana, paling
lambat 5 (lima) hari sebelum usaha/ kegiatannya

diselenggarakan.
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(6) Terhadap Wajib Pajak yang telah mendaftarkan diri dan
melaporkan usaha/ kegiatannya sebagaimana dimaksud pada
ayat (5), diberikan NPWPD.

(7) Kepala Instansi Pelaksana dapat menerbitkan NPWPD secara
jabatan, apabila Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajiban

sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Bagian Kedua
Pelaporan

Pasal 3

(1) Setiap Wajib Pajak Hiburan, wajib mengisi SPTPD dengan
benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau
Penanggung Pajak serta menyampaikannya ke Instansi
Pelaksana.

(2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diambil sendiri
oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak di Instansi Pelaksana.

(3) Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilakukan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah
berakhirnya masa pajak.

(4) Apabila batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari libur,
maka batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada satu hari
kerja berikutnya.

(5) Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
harus disertai lampiran dokumen berupa :

a. rekapitulasi penerimaan masa pajak bulan yang
bersangkutan; dan
b. rekapitulasi penggunaan berikut tindasan Karcis/HTM.

(6) SPTPD  dianggap tidak disampaikan, apabila tidak

ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak

sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Ketiga
Masa Pajak dan Saat Terutang Pajak
Pasal 4
(1) Masa Pajak Hiburan adalah jangka waktu yang lamanya sama
dengan 1 (satu) bulan takwim atau jangka waktu yang
ditetapkan dengan keputusan Bupati.

(2) Bagian dari bulan dihitung 1 (satu) bulan penuh.
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(3) Pajak Hiburan yang terutang terjadi pada saat penyelenggaraan

Hiburan.

BAB III

PENETAPAN DAN PEMBAYARAN

Bagian Kesatu
Penetapan
Pasal 5
(1) Setiap Wajib Pajak Hiburan, wajib menghitung,
memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak
yang terutang kepada Kepala Instansi Pelaksana atau pejabat
yang ditunjuknya.
(2) Wajib Pajak dalam menghitung, memperhitungkan, dan
melaporkan sendiri pajak yang terutang sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), menggunakan SPTPD.

Pasal 6

(1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya
pajak, Kepala Instansi Pelaksana atau pejabat yang
ditunjuknya dapat menerbitkan :

a. SKPDKB dalam hal :

1. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan
lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;

2. apabila SPTPD tidak disampaikan kepada Kepala
Instansi Pelaksana dalam jangka waktu 15 (lima belas)
hari kerja dan setelah ditegur secara tertulis.

3. apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak
yang terutang dihitung secara jabatan.

b. SKPDKBT, apabila ditemukan data baru dan/atau data
yang semula belum terungkap yang menyebabkan
penambahan jumlah pajak yang terutang;

c. SKPDN apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya
dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan
tidak ada kredit pajak.

(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan
angka 2, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar
2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau

terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua
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puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutang pajak sampai
dengan diterbitkan SKPDKB.

(3) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3, ditetapkan secara
jabatan dengan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga
sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang
kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama
24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya
pajak sampai dengan diterbitkan SKPDKB.

(4) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikenakan
sanksi administrasi berupa kenaikan pajak sebesar 100%
(seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.

(5) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak
dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkan sendiri kekurangan
pajak yang terutang sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

(6) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat
diterbitkan sebelum didahului dengan penerbitan SKPDKB
sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(7) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat
diterbitkan lebih dari 1 (satu) kali untuk masa pajak atau
tahun pajak yang sama sepanjang ditemukan lagi data yang
belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah

pajak terutang.

Pasal 7
(1) Pajak terutang dihitung secara jabatan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 ayat (3) adalah penetapan besarnya pajak
terutang dilakukan oleh Kepala Instansi Pelaksana atau pejabat
yang ditunjuknya, berdasarkan data yang ada atau keterangan
lain yang dimiliki oleh Kepala Instansi Pelaksana atau pejabat
yang ditunjuknya.
(2) Penetapan pajak secara jabatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dapat dilakukan apabila :
a. Wajib Pajak tidak menyelenggarakan pembukuan dan
pencatatan atas transaksi/omzet usahanya;
b. Wajib Pajak menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan

tetapi tidak lengkap dan/atau tidak benar;
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c. Wajib Pajak tidak mau menunjukkan pembukuan dan/atau
menolak untuk diperiksa dan/atau mendadak memberikan
keterangan pada saat dilakukan pemeriksaan;

d. Wajib Pajak yang tidak menggunakan Karcis/HTM atau
tanda bukti pembayaran dalam bentuk apapun yang berseri
dan bernomor urut, dan/atau;

e. Wajib Pajak yang wajib melegalisasi Karcis/HTM atau tanda
bukti pembayaran dalam bentuk apapun, tidak
melegalisasinya tanpa ada persetujuan Kepala Instansi
Pelaksana.

(3) Sebelum dikenakan perhitungan pajak secara jabatan, petugas
pemeriksa telah melakukan prosedur pemeriksaan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(4) Penetapan pajak secara jabatan dapat didasarkan pada data
omzet yang diperoleh melalui salah satu atau lebih dari 2 (dua)
cara/metode pemeriksaan dengan tahapan prioritas sebagai
berikut :

a. berdasarkan hasil pengamatan langsung di lokasi usaha/
kegiatan Wajib Pajak; dan

b. berdasarkan data pembanding.

(5) Pemeriksaan berdasarkan hasil pengamatan langsung di lokasi
usaha/ kegiatan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) huruf a, dilakukan sekurang-kurangnya sebanyak 3 (tiga)
kali sesuai jam operasi baik secara terus menerus maupun
berselang.

(6) Berdasarkan hasil pengamatan langsung sebagaimana
dimaksud pada ayat (5), omzet/penerimaan ditaksir dan
dihitung berdasarkan rata-rata jumlah pengunjung per hari
dan rata-rata besarnya pembayaran yang dilakukan per
orang/pengunjung.

(7) Pemeriksaan berdasarkan data pembanding sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) huruf b, dilakukan dengan cara
membandingkan kondisi usaha Wajib Pajak dengan kondisi
usaha yang sejenis atau sekelas antara lain dari fasilitas,
kapasitas, klasifikasi lokasi usaha, dan lain-lain secara
proporsional atau kondisi usaha antara tahun atau bulan yang

sedang diperiksa dengan tahun atau bulan sebelumnya.
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(8) Data pembanding sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat
diperoleh berdasarkan data yang ada di Instansi Pelaksana,

atau sumber lain yang dapat dipercaya.

Bagian Kedua
Pembayaran
Pasal 8

(1) Pembayaran Pajak Hiburan dilakukan kepada Bendahara
Penerimaan pada Instansi Pelaksana.

(2) Apabila pembayaran masa pajak terutang dilakukan setelah
jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dikenakan bunga keterlambatan sebesar 2% (dua persen)
sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat)

bulan, dan ditagih dengan STPD.

Pasal 9
(1) Pajak terutang dalam SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD, wajib
dilunasi dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari
sejak tanggal diterbitkan.
(2) Pajak terutang dalam SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD, yang
tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi

administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.

Pasal 10
Terhadap wusaha Hiburan yang dilakukan atas nama atau
tanggungan beberapa orang atau badan, atau oleh 1 (satu) orang
atau beberapa badan maka orang atau badan, masing-masing
anggota atau masing-masing pengurus badan dianggap sebagai
Wajib Pajak, dan bertanggung jawab renteng atas pembayaran

pajaknya.
BAB IV

NOTA PENJUALAN (BILL) TANDA MASUK (KARCIS)

Pasal 11
(1) setiap penyelenggara hiburan berupa diskotik, musik hidup,
karaoke, klub malam, balai gita (singing hall), dan kegiatan lain

wajib menggunakan nota penjualan (bil) dan Tanda Masuk
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(Karcis) yang memperlihatkan terjadinya transaksi
pembayaran.

(2) Untuk penyelenggaraaan pajak hiburan yang sifatnya insidentil
dengan menggunakan tanda masuk (karcis) harus dilegalisasi,
diberi nomor seri, dan dipergunakan sesuai dengan nomor
urut.

(3) Apabila wajib pajak hiburan tidak menggunakan atau hilang
nota penjualan (bill atau Tanda Masuk (Karcis), harus
membuat surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani

wajib pajak.

Pasal 12
Karcis/ HTM atau tanda bukti pembayaran dalam bentuk apapun
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), harus mendapat

pengesahan berupa legalisasi/ perforasi dari Instansi Pelaksana.

Pasal 13

Tata cara penggunaan Karcis/ HTM atau tanda bukti pembayaran

dalam bentuk apapun diatur sebagai berikut :

a. Karcis/ HTM dibuat potongan pada lembaran :

1. potongan pertama yang melekat pada bonggol untuk wajib
pajak untuk diserahkan kepada Instansi Pelaksana;
2. potongan kedua untuk Subjek pajak atau Konsumen.

b. Tanda bukti pembayaran dalam bentuk Nota penjualan (bill)
dibuat sekurang-kurangnya rangkap 3 (tiga) dengan warna
berbeda dan harus memuat :

1. nomor urut dan seri;
2. jumlah Pajak Hiburan yang harus dipungut.

c. Tanda bukti pembayaran dalam bentuk Nota penjualan (bill)
sebagaimana dimaksud pada huruf b, harus diserahkan
kepada Subjek Pajak pada saat Wajib Pajak mengajukan
jumlah yang harus dibayar oleh Subjek Pajak atau konsumen;

d. Tanda bukti pembayaran dalam bentuk Nota penjualan (bill)
yang telah dibayar oleh Subjek Pajak atau konsumen,
diserahkan :

1. lembar kesatu, untuk Subjek Pajak atau konsumen;
2. lembar kedua, untuk Instansi Pelaksana; dan

3. lembar ketiga, untuk Wajib Pajak yang bersangkutan.

C:\Users\User\AppData\Local\Temp\27-JUKLAK HIBURAN_207178.doc 1 4



e. Tanda bukti pembayaran dalam bentuk Nota penjualan (bill)
harus digunakan secara berurutan dimulai dari nomor terkecil

dan seri huruf menurut alphabet.

BAB V
SANKSI

Pasal 14

(1) Bagi wajib Pajak yang wajib menggunakan Karcis/ HTM atau
tanda bukti pembayaran dalam bentuk apapun, tetapi tidak
menggunakan Karcis/ HTM atau tanda bukti pembayaran
dalam bentuk apapun dikenakan sanksi administrasi berupa
denda sebesar 2 % (dua persen) dari dasar pengenaan pajak.

(2) Untuk penyelenggara hiburan insidental apabila pada saat
pelaksanaan ditemukan bukti Karcis/ HTM yang tidak
dilegalisasi (diperforasi) maka Karcis/ HTM yang telah
dilegalisasi (diperforasi) dianggap habis, dan Karcis/ HTM yang
ditemukan tidak dilegalisasi (diperforasi) ditambah dan
dihitung sesuai nomor seri Karcis/ HTM yang ditemukan.

(3) Bupati dapat menunjuk pejabat instansi pelaksana berwenang
untuk memberikan sanksi berupa pemberian tanda atau
tulisan pada objek Pajak Hiburan bagi Wajib Pajak yang tidak
membayar pajak Hiburan dan/atau menunggak Pajaknya.

(4) Bupati dapat menunjuk pejabat yang berwenang di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Belitung untuk menyegel, menutup
sementara dan/atau mencabut izin Usaha Hiburan bagi Wajib
Pajak yang menunggak pajak selama 3 (tiga) bulan berturut-

turut.

BAB VI

INSTANSI PELAKSANA
Pasal 15
Instansi pelaksana pemungutan Pajak Hiburan adalah SKPD/ Unit
Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung yang bertugas

dan bertanggungjawab di bidang pendapatan daerah.
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BAB VII

KETENTUAN LAIN - LAIN
Pasal 16
Ketentuan teknis serta bentuk/ format formulir yang berkaitan
dengan penetapan/ pembayaran/ penyetoran/ penagihan Pajak
Hiburan yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini,
diatur oleh Kepala Instansi Pelaksana dengan mempedomani

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka ketentuan
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Belitung Nomor 2 Tahun 1998 tentang Pajak Hiburan Dalam
Kabupaten Daerah Tingkat II Belitung, dinyatakan dicabut dan
tidak berlaku lagi.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Belitung.

- Ditetapkan di Tanjungpandan

| Kepala Bagian Hukum Sekjetariat Daerah | Pada tanggal 18 Juli 2013
Kabupaten Belijung, BUPATI BELITUNG,

AMFADLI), SH ttd.
; PENATA TK. I
NIP. 197109152001121002 DARMANSYAH HUSEIN

Diundangkan di Tanjungpandan
pada tanggal 18 Juli 2013
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG,

ttd.

ABDUL FATAH
BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2013 NOMOR 27
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